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Abstrak

Penelitian ini bertujuan pada dua hal. Pertama, deskripsi dan analisis mengenai kedudukan hukum
Private Military and Security Company (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional. Kedua, analisis
mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi personil Private Military and Security Company (PMSC).
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penalaran
deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMSC tidak dapat disamakan dengan tentara bayaran
sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan | Konvensi Jenewa 1977. Menurut Montreux
Document, status hukum PMSC akan tergantung pada kontrak yang mereka jalani. Ketentuan dalam
Montreux Document menjelaskan status PMSC dapat menjadi warga sipil, anggota yang menyertai
angkatan bersenjata, dan kombatan yang tidak sah. Pertanggungjawaban coercive services yang
dilakukan personil PMSC juga akan tergantung berdasarkan perjanjian yang dilakukan subjek penyewa
dan PMSC. Personil PMSC akan bertanggungjawab secara individual ketika tidak mewakili perintah
subjek penyewa.

Kata Kunci: Coercive Services, pertanggungjawaban, Private Military and Security Company (PMSC).

Abstract

This research aims at two things. First, describes and analyzes the legal standing of Private Military
and Security Company (PMSC) in International Humanitarian Law. Second, analyzes the responsibility
mechanism for Private Military and Security Company (PMSC) personnel. This research is normative
legal research viewed from applied prescriptive. The legal material used by this research include primary
and secondary legal material. The legal material was collected by library research and analyzed by
deductive methods. The results show that PMSC cannot be equated with mercenaries as regulated in
Article 47 Additional Protocol | Geneva Convention 1977. According to Montreux Document, the legal
standing of PMSC will depend on the signed contract. Montreux Document provisions explain that
PMSCs status can be civilians, members accompanying armed forces, and illegal combatants. The
coercive services responsibility conducted by PMSC personnel will also depend on the agreement made
by the parties. PMSC personnel will be individually responsible when the conduct is not representing the
contracting subject.

Keywords: Coercive Services, responsibility, Private Military and Security Company (PMSC).

.  PENDAHULUAN Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara

A. Latar Belakang

Tentara bayaran adalah orang-orang yang
memiliki keterampilan di bidang militer dan
bersedia untuk menyerang dan turut serta dalam
konflik bersenjata demiuang (Wirawan, 2009 :35).
Secara yuridis, tentara bayaran telah dibahas
dalam dua konvensi internasional yang secara
khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui
kriminalisasi kegiatan tentara bayaran, yakni
dalam Konvensi Internasional anti Perekrutan,
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Bayaran (International Convention against the
Recruitment, Use, Financing and Training of
Mercenaries) dan Konvensi Organisasi Afrika
Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk
Tentara Bayaran di Afrika (Organization of
African Unity Convention for the Elimination of
Mercenarism in Africa). Selain itu, tentara bayaran
serta berbagai persyaratan untuk bisa dikatakan
sebagai tentara bayaran dibahas dalam Hukum
Humaniter Internasional pada Pasal 47 Protokol
Tambahan | Konvensi Jenewa 1949.
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Pemahaman tentara bayaran sebagai
pelengkap kekuatan militer sebuah negara
bertahan hingga Perang Dingin. Berakhirnya
Perang Dingin berakibat pada kebijakan
banyak negara memangkas pasukan militernya,
yang berdampak pada meningkatnya tingkat
pengangguran pada pihak tentara yang masih
dalam kondisi layak untuk bertempur (Petereyns,
2016: 14). Kondisi saat banyaknya tentara
yang tidak memiliki penghasilan ini membuat
kesempatan bagi berkembangnya sektor
militer swasta atau Private Military Security
and Company (PMSC) atau sering pula disebut
dengan istilah “Soldier of Fortune” (Charles B.
Macdonald, 2005 : 711-712).

Secara terminologis, Private Military and
Security Companies (PMSC) merupakan ga-
bungan dari dua jenis perusahaan swasta, Private
Security Company (PSC) dan Private Military
Company (PMC). Maria Caparini dan Fred
Schreier (Marina Caparinidan Fred Schreier, 2005
:2) mendefinisikan PSC sebagai perusahaan
—perusahaan yang khusus menyediakan jasa
keamanan, pelindungan personil, dan harta
benda, yang mencakup aset kemanusiaan
dan industri. Sedangkan PMC didefinisikan
sebagai perusahaan—perusahaan yang khusus
menyediakan jasa di bidang keterampilan militer.
Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat
Internasional tetap menyamakan kedua sektor
penyedia jasa tersebut dengan sebutan PMSC.

Setelah terjadinya Perang Dingin, ke-
beradaan penyewaan jasa di bidang militer
ini semakin banyak digunakan seiring dengan
tingkat konflik di beberapa negara (https://www.
icrc.org/en/document/ihl-and-private-military-
security- companies-faq diakses pada tanggal
24 Januari 2018 pukul 10.19 WIB). Dampaknya,
PMSC mendapatkan keuntungan yang terus
meningkat. Di tahun 2016, nilai total dari PMSC
di seluruh dunia diperkirakan mencapai $200
Miliar AS (https://www.transparency.org/news/
pressrelease/private_military_and_security _co
mpanies_a_call_for_ better_regulation diakses
pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 10.30 WIB).
Perusahaan yang bergerak di bidang militer ini
tidak hanya menyediakan personil ‘Front-Liner’
namun juga meliputi aspek pelaksanaan lain,
seperti operasi tempur, perencanaan strategis,
pengumpulan data intelijen, dukungan logistik,
pelatihan, pengadaan dan pemeliharaan senjata
dan peralatan tempur. Klien yang dapat menjadi
pihak penyewa jasa perusahaan militer swasta
ini juga telah berkembang seperti, pemerintah
dan angkatan bersenjata baik dalam negeri
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ataupun luar negeri, PBB, ataupun NGO. (Schulz
& Yeung, 2005 : 2).

Terlepas dari permasalahan legalitas
mereka, personil PMSC seringkali disewa
untuk membantu strategi perang salah satu
pihak konflik, termasuk ‘layanan’ pemaksaan
kepada pihak lawan. Layanan pemaksaan
(Coercive Service) didefinisikan sebagai fungsi
interogasi, pengumpulan intelijen, penangkapan
dan penahanan, atau cara-cara lain yang dapat
menghasilkan informasi yang ditempuh dengan
cara memaksa pihak lawan (Francioni, 2011 :
101). Layanan yang memerlukan pemaksaan
ini bukan saja hanya bersinggungan dengan
mekanisme mereka bekerja namun juga dengan
hak asasi manusia dari orang yang menjadi
korban dari layanan ini mengingat dari adanya
jenis layanan yang bersifat memaksa ini memiliki
potensi untuk memunculkan pelanggaran-
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Perusahaan yang menyediakan jasa PMSC ini
pada akhirnya memiliki sebuah permasalahan
penting ketika subjek ini tidak memiliki payung
hukum ketika mereka melanggar hak asasi
manusia dari adanya jenis layanan yang bersifat
memaksa (coercive services) serta bentuk dari
pertanggungjawaban mereka. Berdasarkan
pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian
berjudul “Pertanggungjawaban Coercive Ser-
vices oleh Personil Private Military And Security
Company dalam Konflik Bersenjata”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan hukum Private
Military and Security Company (PMSC)
dalam Hukum Humaniter Internasional?

2. Bagaimana Mekanisme Pertanggungjawab-
an Hukum Personil Private Military and
Security Company (PMSC)?

Il. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum
normatif atau dikenal dengan penelitian hukum
doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-
bahan hukum (library based). Penelitian
hukum ini bersifat preskriptif dan terapan yang
mengandung pengartian bahwa penelitian
yang dilakukan bertujuan untuk menjawab isu
hukum dan melahirkan preskriptif yang dapat
diterapkan. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber bahan hukum
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yang penulis gunakan vyaitu bahan hukum
primer berupa The Montreux Document 2008,
Geneva Convention 1949, Additional Protocol
I and Il 1977, International Convention against
the Recruitment, Use, Financing and Training of
Mercenaries 2001, Organisation of African Unity
Convention for the Elimination of Mercenarism in
Africa 1985. Sementara bahan hukum sekunder
berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal
baik internasional maupun nasional, buku-
buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita dan
hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan
dengan materi penelitian yang penulis teliti guna
menambah referensi dalam menyusun penelitian
ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan
(library research) atau studi dokumen. Metode
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian
ini adalah teknik studi kepustakaan (library
research) atau studi dokumen adalah dengan
metode silogisme melalui pola berpikir yang
bersifat deduktif. Premis mayor dari penelitian ini
adalah adanya pasal yang mengkualifikasikan
penyebutan tentara bayaran serta status mereka
dalam konflik yakni dalam Protokol Tambahan
Konvensi Jenewa 1949 yang secara tidak
langsung menyinggung bagaimana mereka dapat
bertanggungjawab dalam protokol konvensi
yang sama. Premis minor dalam penelitian ini
adalah munculnya Private Military and Security
Company (PMSC) yang keberadaannya semakin
banyak dan secara fungsional dimanfaatkan oleh
negara untuk membantu menyelesaikan konflik
yang terjadi, dan dari kedua hal tersebut akan
ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:
89-90).

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Private Military and Security
Company (PMSC) dalam Hukum Hu-
maniter Internasional

Private Military and Security Company
(PMSC) atau yang dikenal dengan tentara
bayaran bukan subjek baru dalam Hukum
Internasional dan Hukum  Humaniter
Internasional, baik dengan perspektif
teoritis maupun praktikal. Pada tahun
2011, PBB melalui Human Rights Council
dengan kemungkinan ditandatangani
oleh negara anggota PBB dan organisasi
antar pemerintah (Pasal 40 Draf Konvensi
PMSC) mengeluarkan “Draft of a possible
Convention on Private Military and Security
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Companies (PMSCs) for consideration
and action by the Human Rights Council”
atau “Draf tentang kemungkinan Konvensi
tentang Perusahaan Militer dan Keamanan
Swasta (PMSCs) untuk dipertimbangkan dan
ditindaklanjuti oleh Human Right Council’.
Pada Pasal 2 huruf a Draf Konvensi ini,
PMSC didefinisikan sebagai “badan usaha
yang menyediakan jasa militer dan/atau
keamanan pengganti oleh individu dan/
atau sebuah badan hukum.” Definisi PMSC
diatas mengisyaratkan bahwa PMSC dapat
digunakan sebagai pengganti dari militer
negara penyewa. Kondisi penggantian
militer ini dapat diartikan dalam dua keadaan,
yakni ketika sebuah negara enggan untuk
mengeluarkan  pasukan militernya ke
medan tempur, atau ketika sebuah negara
tidak mampu untuk mengeluarkan pasukan
militernya ke medan tempur.

Subjek ini merupakan salah satu subjek
yang bermasalah dengan legalitas dan
posisi mereka dalam Hukum Humaniter
Internasional. Salah satu hal yang masih
menjadi permasalahan adalah munculnya
persepsi PMSC sama dengan tentara
bayaran (mercenaries). Perdebatan muncul
ketika dalam prakteknya PMSC memiliki
kesamaan dengan tantara bayaran, akan
tetapi secara normatif tidak dijelaskan
atau tidak didefinisikan bahwa PMSC
memiliki pengaturan yang sama dengan
tentara bayaran. Usaha dunia Internasional
untuk mengatur penggunaan PMSC
beserta personilnya dianggap gagal untuk
menyelesaikan permasalahan secara efek-
tif terkait penggunaan mereka (https:/
www.globalpolicy.org/nations-a-states/
private-military-a-security-companies/
50211-regulation-and-oversight-of-pmscs.
html diakses pada 29 Januari 2018 pada
pukul 12.10 WIB). Dokumen Montreux
yang dibuat pada tahun 2008 adalah upaya
dari dunia Internasional untuk mengatur
PMSC yang didukung oleh 17 negara dan
masukan dari organisasi masyarakat sipil.
Namun karena dokumen ini tidak bersifat
mengikat, sehingga memberikan kebebasan
bagi para pihak untuk tidak mematuhinya
sehingga juga tidak dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut secara efektif
(https://www.icrc.org/en/publication/0996-
montreux-document-private-military-and-
security-companies diakses pada tanggal 29
Januari 2018 pada pukul 13.49 WIB).
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Secara perspektif legal, seorang
individu dapat dianggap sebagai tentara
bayaran jika memenuhi seluruh syarat yang
diatur dalam Pasal 47 Protokol | Konvensi
Jenewa. Pasal inilah yang mengecualikan
PMSC sebagai kategori tentara bayaran
dikarenakan untuk menjadi tentara bayaran,
setiap individu PMSC harus memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan. Namun,
tidak semua anggota PMSC direkrut untuk
menyelesaikan konflik yang sedang terjadi
di suatu daerah, namun juga bertugas di
wilayah non- pertempuran atau operasional,
seperti logistik, keamanan individu, ataupun
intelijen. Selain itu, masalah lainnya dapat
dicermati dalam ayat ke-3 pada pasal 47,
yakni mengenai motivasi. Walaupun seorang
individu tergabung dalam korporasi yang
bekerja di sektor PMSC, sangat sulit untuk
dapat menentukan motivasi individu yang
ditugaskan dalam wilayah pertempuran.
Individu yang tergabung dalam PMSC dapat
mengincar imbalan material terbanyak dari
pihak-pihak yang menyewanya, atau individu
tersebut adalah relawan internasional yang
murni ingin membantu salah satu pihak
yang sedang berkonflik. Pasal ini juga
tidak menjelaskan lebih lanjut indikator
untuk mengatakan seorang individu yang
ditugaskan di wilayah pertempuran memiliki
motivasi untuk keuntungan diri sendiri.
Definisi tentara bayaran akan lebih baik jika
mengacu terhadap hal-hal yang mereka
lakukan, bukan alasan mereka melakukan
hal tersebut.

Oleh karena ketidakpastian status
PMSC secara yuridis, Banyak sumber
yang mengisyaratkan bahwa individu yang
bekerja sebagai pegawai PMSC berada
dalam status ‘legal vacuum” (Katherine
Fallah, 2006: 611). Salah satu alasan utama
dari penyematan status atau kedudukan
ini adalah inkonsistensi status hukum para
pegawai PMSC terhadap tiga pembagian
status penduduk dalam konflik bersenjata
yakni sipil, kombatan, dan sipil yang
menyerupai kombatan. Pemerintah Swiss
dan ICRC dalam komentar dan penjelasan
mereka terhadap Montreux Document
menyatakan bahwa poin ke-24 dokumen
tersebut telah menjelaskan bahwa status
dari personil PMSC dalam konflik bersenjata
ditentukan dalam kondisional kasus atau
kontrak yang telah disetujui oleh pihak
terkait. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Montreux Document, personil PMSC
dapat menjadi:
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PMSC sebagai warga sipil (civilian)

Pandangan bahwa PMSC dianggap
sebagai bagian dari penduduk sipil
didasari oleh definisi warga sipil yang
tercantum dalam Pasal 50 Protokol
Tambahan | 1977, dimana dinyatakan
bahwa:

seorang sipil adalah setiap orang
yang tidak termasuk dalam salah satu
dari penggolongan-penggolongan orang
yang disebut dalam Pasal 4A (1), (2),
(3) dan (6) Konvensi Jenewa Ketiga
dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini.
Bila ada keraguan apakah seseorang
itu seorang sipil, maka orang itu harus
dianggap sebagai seorang sipil.

Definisi ini dapat diartikan bah-
wa warga sipil merupakan orang
yang tidak termasuk dalam kategori
kombatan atau angkatan bersenjata.
Definisi ini juga dapat diberlakukan
kepada PMSC ketika personil PMSC
tidak melakukan aktifitas, fungsi dan
tugas yang menggambarkan atau me-
representasikan kategori Pasal 4A (1),
(2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa Ketiga
1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan
| 1977. Namun jika PMSC memiliki
kualifikasi sebagai warga sipil, personil
PMSC tidak memiliki hak untuk ikut serta
dalam pertempuran dan berhak untuk
mendapat perlindungan. Hal ini juga
turut dijelaskan dalam poin 25 Montreux
Document, bahwa: “If they are civilians
under international humanitarian law,
the personnel of PMSCs may not be the
object of attack, unless and for such time
as they directly participate in hostilities”
atau jika diterjemahkan sebagai “Jika
mereka adalah warga sipil menurut
Hukum Humaniter Internasional, maka
personil PMSC tidak diperbolehkan
menjadi objek penyerangan, kecuali dan
hanya pada saat mereka berpartisipasi
langsung dalam tindakan permusuhan.”

Perlindungan kepada rakyat sipil
juga dapat diberikan kepada PMSC
seiring dengan pengaturan oleh
Montreux Document pada Pasal 26
(b) yang menyatakan bahwa personil
PMSC dilindungi sebagai civilian di
bawah Hukum Humaniter Internasional,
kecuali ketika mereka tergabung dalam
angkatan bersenjata reguler dari
sebuah negara atau menjadi anggota
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dari kelompok bersenjata terorganisir,
kelompok atau unit di bawah sebuah
komando yang bertanggungjawab
pada sebuah negara, maka mereka
akan kehilangan perlindungannya se-
bagaimana ditentukan oleh Hukum
Humaniter Internasional. Kondisi ini
dapat diterapkan pada personil PMSC
yang memiliki tugas bukan sebagai
anggota tempur frontliner, seperti
konstruktor bangunan dan juga pe-
tugas medis. Konstruktor bangunan
atau arsitek seringkali disewa untuk
memperbaiki berbagai bangunan
yang rusak akibat dari adanya konflik
dan memperbaharui fasilitas-fasilitas
umum Yyang dianggap penting bagi
kelangsungan hidup rakyat sipil. Mereka
sepenuhnya harus dianggap sebagai
orang sipil selama mereka tidak menjadi
bagian dari angkatan bersenjata dan
aktifitas yang dilakukan hanya untuk
memenuhi kepentingan rakyat sipil dan
bukan untuk terlibat secara langsung
dalam pertempuran. Begitupula de-
ngan personil PMSC vyang disewa
sebagai petugas medis yang harus
selalu dianggap sebagai petugas medis
sipil. Konsekuensinya, mereka yang
berada pada bidang medis diberlakukan
aturan pada Protokol | Konvensi
Jenewa 1977 yang menentukan bahwa
mereka harus dihormati dan dilindungi
pada saat apapun dan bukan menjadi
sasaran serangan militer (Pasal12(1)).
Sesuai dengan Pasal 13 (2) Protokol
yang sama, mereka juga diperbolehkan
membawa senjata api ringan yang
hanya digunakan untuk melindungi
diri, sehingga status hukum mereka
tidak akan berubah menjadi kombatan
selama senjata tersebut tidak digunakan
dalam kondisi menyerang.

PMSC sebagai anggota yang menyertai
angkatan bersenjata

Frase “yang menyertai angkatan
bersenjata” sebenarnya dapat dimaknai
bagi mereka yang memiliki kontribusi
secara aktif dalam angkatan bersenjata
suatu pihak, namun mereka tidak
dapat dikatakan sebagai peserta
tempur (combatant) atau frontliner
dari angkatan bersenjata tersebut,
melainkan  sebagai  non-kombatan
sesuai dengan Pasal 50 Protokol |
Konvensi Jenewa 1977, secara lebih

rinci sesuai dengan antitesis dari Pasal
4A (1), (2), (3) Konvensi Jenewa Il dan
Pasal 43 Protokol | Konvensi Jenewa
1977. Berdasarkan pengartian ini
maka mereka yang termasuk sebagai
yang menyertai angkatan bersenjata
tidak termasuk dalam objek serangan
militer. Mengenai mereka yang dapat
dikategorikan dalam kelompok ini,
khususnya pada personil PMSC,
Konvensi Jenewa telah mencantumkan
aturan yang mengatur bagaimana
status hukum mereka, perlindungan
bagi mereka, dan juga bagaimana
seharusnya mereka diperlakukan yakni
pada Pasal 13(4) Konvensi Jenewa |
dan pada Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa
[l 1949.

Montreux Document juga telah
mengatur aktivitas PMSC yang ter-
golong pada kategori yang menyertai
angkatan bersenjata, yakni pada Poin
26 (c) yang menyebutkan bahwa: “The
personnel of PMSCs are entitled to
prisoner-of-war status in international
armed conflict if they are persons
accompanying the armed forces meeting
the requirements of article 4A(4) of the
Third Geneva Convention” yang jika
diterjemahkan menjadi “Personil PMSC
berhak atas status tahanan perang
dalam konflik bersenjata internasional
jlka mereka adalah orang-orang yang
mendampingi angkatan bersenjata
yang memenuhi persyaratan pasal
4A (4) dari Konvensi Jenewa Ketiga.”
Pasal ini mengonfirmasi pemberlakuan
Pasal 4A mengenai tawanan perang
kepada PMSC. Sebagai kategori yang
hanya terjadi pada konflik bersenjata
internasional, Montreux Document me-
nilai bahwa untuk dapat terkualifikasi
menyertai angkatan bersenjata, ci-
vilian (atau dalam konteks ini adalah
PMSC) harus memiliki hubungan yang
nyata dalam hal menyediakan jasa
kepada angkatan bersenjata dan tidak
terkecuali kepada negara. Namun,
Montreux Document tidak menjelaskan
secara lebih rinci bagaimana bentuk
rill dari hubungan yang nyata tersebut.
Sehingga, “hubungan yang nyata” dalam
hal ini dapat didefinisikan pula sebagai
kontribusi aktif terhadap kesejahteraan
angkatan bersenjata sebagaimana
telah dijelaskan di atas.
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3.

PMSC sebagai unlawful combatant

Sebagaimana telah dijelaskan
bahwa pihak yang berhak untuk
terlibat secara aktif dalam konflik
bersenjata adalah mereka yang telah
memenuhi kualifikasi untuk menjadi
kombatan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 43 Protokol | Konvensi
Jenewa 1977. Sehingga, seluruh
pihak yang melibatkan diri dalam
konflik bersenjata dapat dan harus
disebut sebagai “lawful combatant”
dan bagi mereka yang melanggar
ketentuan ini dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran terhadap Hukum
Humaniter  Internasional. Personil
PMSC yang bukan merupakan “lawful
combatant” dibuktikan dengan adanya
kualifikasi untuk menjadi kombatan
dalam Pasal 43 Protokol Tambahan |
Konvensi Jenewa 1977 juga memiliki
konsekuensi ketika personil PMSC
tetap berkontribusi aktif dalam konflik
bersenjata yang diwujudkan dengan ikut
bertempur untuk melawan kombatan
dari pihak lawan, yakni akan kehilangan
haknya sebagai orang yang dilindungi
dalam konflik bersenjata sebagaimana
telah diatur dalam Montreux Document
poin 25, yakni “If they are civilians
under international humanitarian law,
the personnel of PMSCs may not be
the object of attack, unless and for
such time as they directly participate
in hostilities” atau “Jika mereka adalah
warga sipil menurut Hukum Humaniter
Internasional, maka personil PMSC
tidak diperbolehkan menjadi objek
penyerangan, kecuali dan hanya pada
saat mereka berpartisipasi langsung
dalam tindakan permusuhan.”

Berdasarkan frase “unlawful
combatant” dapat diartikan bahwa
PMSC  ‘memperbolehkan’  entitas
mereka untuk berkontribusi secara
langsung dalam konflik bersenjata
walaupun memang akan bertentangan
dengan aturan yuridis dan akan memiliki
konsekuensi tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas,
maka telah jelas bahwa PMSC telah
lama menjadi salah satu subjek yang
berpartisipasi dalam konflik bersenjata.
Namun, keberadaan PMSC belum
tercakup dalam hukum positif. PMSC
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yang merupakan perkembangan
dari tentara bayaran tidak dapat
dilindungi dengan pasal-pasal yang
mengatur mengenai tentara bayaran.
Ketidakmampuan PMSC untuk
dilindungi didasarkan pada perbedaan
definisi PMSC dan tentara bayaran
sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Oleh karena itu, pengakuan oleh hukum
internasional menjadi hal yang penting
terhadap keberadaan PMSC.

B. Pertanggungjawaban Hukum bagi
Personil Private Military and Security
Company (PMSC) dalam  Hukum

Humaniter Internasional

Ketidakpastian status yang dapat
dilandasi secara yuridis dari PMSC
meninggalkan permasalahan yang menarik
untuk dikaji, yakni pertanggungjawaban
subjek ini di mata Hukum Internasional.
Perspektif bahwa ketika PMSC bisa di-
anggap sebagai warga sipil ataupun
status  non-kombatan  lainnya  tidak
menghilangkan kemungkinan untuk meminta
pertanggungjawaban mereka dalam Hukum
Internasional. Yurisprudensi yang diberikan
dalam ICTR pada tahun 2001 menyatakan
bahwa tanggungjawab pidana secara
individu tidak tergantung pada statusnya
dalam suatu konflik, baik warga sipil ataupun
kombatan bisa melakukan dan dituntut atas
kejahatan perang danjuga pelanggaran berat
terhadap Konvensi Jenewa ( ICTR dalam
Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No.
ICTR-96-4-1, Putusan (Appeal Chamber), 1
Juni 2001, para. 444). Pertanggungjawaban
tersebut juga tidak tergantung pada kondisi
konflik bersenjata internasional maupun
non-internasional. Berdasarkan hal tersebut,
maka penting agar mengetahui mekanisme
pertanggungjawaban yang seharusnya di-
lakukan oleh PMSC.

Dewasa ini pembebanan pertanggung-
jawaban kepada Multinational Corporation
(MNC) seperti PMSC mengalami hambatan.
Hal ini dikarenakan pengaruh teori Hu-
kum Internasional klasik yang masih
menempatkan negara sebagai subjek Hukum
Internasional yang menjadi sorotan utama
dalam Hukum Internasional, terlebih dengan
peraturan yang berkaitan dengan penegakan
Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun tidak
menutup kemungkinan turut mengatur subjek
lainnya, namun indikasi bahwa primary
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rules yang ada bisa diaplikasikan kepada
entitas korporasi, hanya diatur secara
implisit. Membahas pertanggungjawaban
dari perilaku PMSC khususnya perilaku
coercive services tentu tidak lepas dari
tiga subjek penting yang mampu dan dapat
dikenai pertanggungjawaban, yakni negara,
korporasi MNC tersebut, dan individu.

1. Pertanggungjawaban Negara

ILC Draft Articles on State
Responsibility atau Draf konvensi
tentang Pertanggungjawaban Negara
yang disusun oleh International Law
Commission  (selanjutnya  disebut
sebagai draf konvensi ILC) dapat
digunakan sebagai acuan hukum
kebiasaan yang telah ditetapkan
dan dikembangkan. Draf konvensi
ILC dapat digunakan ketika tindakan
negara yang dianggap salah secara
internasional saat melakukan tindakan
atau lalai dalam sebuah tindakan yang
dapat diatribusikan kepada negara
berdasarkan  Hukum Internasional
dan termasuk pelanggaran kewajiban
internasional dari sebuah negara.

Draf konvensi ILC mencerminkan
pendekatan hukum internasional yang
berbeda. Peraturan tanggung jawab
negara ini menekankan hubungan
dengan pemerintah yang mencakup
antara lain tindakan organ atau badan
negara yang menjalankan unsur
otoritas pemerintah, tindakan yang
dilakukan di bawah arahan atau kontrol
negara, dan tindakan yang diakui oleh
negara sebagai tindakannya. Jika
suatu perusahaan memiliki hubungan
dengan negara atau memiliki status di
bawah hukum nasional, negara dapat
bertanggung jawab atas tindakan
MNC termasuk di dalamnya PMSC
sebagaimana tercantum dalam Pasal
8 draf konvensi ILC (Freddy, 2016:
131). Pertanggungjawaban home state
hanya muncul ketika pelanggaran
tersebut terjadi atas nama negara.
Hal ini menandakan tidak semua
pelanggaran dapat diajukan menjadi
pertanggungjawaban negara.

Pertimbangan lain yang juga
penting untuk melihat pertanggung-
jawaban negara adalah yurisprudensi
hakim dalam Pengadilan Banding (The
Appeals Chamber) di International

Criminal ~ Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY) dengan kasus
Prosecutor v Tadic. Berdasarkan kasus
ini, hakim menyatakan bahwa:

untuk mengatribusikan tindakan
kelompok militer atau paramiliter ke
suatu Negara, harus dibuktikan bahwa
Negara memegang kendali keseluruhan
atas kelompok, tidak hanya dengan
melengkapi dan membiayai kelompok,
tetapi juga dengan mengoordinasikan
atau membantu dalam perencanaan
umum kegiatan militernya. Hanya
dengan demikian Negara dapat dimintai
pertanggungjawaban internasional
atas kesalahan apa pun dari kelompok
tersebut. Namun, bukan hal yang
diperlukan, selain itu, Negara harus
mengeluarkan, baik kepada kepala
atau kepada anggota kelompok,
instruksi  untuk tindakan tertentu
yang bertentangan dengan hukum
internasional. (Prosecutor v Tadic, IT-
94-1A, para. 131)

Yurisprudensi  ini  menjelaskan
mengenai tingkat kontrol negara
terhadap pertanggungjawaban yang
ditanggungnya. Hakim juga menjelaskan
definisi dari kontrol secara menyeluruh
yang dipegang negara untuk bisa
membebani pertanggungjawaban ke-
pada negara. Tetapi, masih banyak
pandangan  mengenai  pentingnya
kontrol secara efektif negara terhadap
pasukannya. Demikian pula dengan
ICJ yang lebih menyukai penggunaan
“kontrol  efektif” ketimbang “kontrol
menyeluruh”(Freddy, 2016: 123) .

Pertanggungjawaban Multinational Cor-
poration (MNC)

Sebuah MNC dapat terlibat
secara aktif dalam pelanggaran HAM,
hingga menimbulkan adanya ‘“primary
responsibility”. Selain itu, MNC juga
dapat terlibat secaras pasif yang
berarti melanggar HAM walau tidak
secara langsung, yakni secara lalai
tidak melakukan tindakan tertentu
sehingga terdapat beberapa nilai HAM
yang dilanggar. Keterlibatan MNC
yang turut diperhitungkan sebagai
pihak yang bertanggungjawab muncul
akibat perpanjangan keterlibatan unsur
negara yang mampu bertanggungjawab
atas pelanggaran HAM yang terjadi.
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Pertanggungjawaban ini pula yang
menjadi dampak utama dari adanya
international legal personality dari MNC.

Jika melihat dari segi instrumen
hukum HAM, Pasal 30 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menyatakan bahwa tidak ada satu hal
pun dalam Deklarasi ini yang dapat
diartikan bagi Negara, kelompok atau
orang manapun, sebuah hak untuk
terlibat maupun melakukan sebuah
tindakan yang ditujukan sebagai
penghancuran hak dan kebebasan
apapun yang diatur dalam Deklarasi ini.
Pasal yang juga ditetapkan pada ICCPR
ini dapat diartikan sebagai kewajiban
untuk menghormati hak sesama. Inti
dari peraturan tersebut adalah bahwa
untuk melindungi HAM secara efektif,
subjek yang mampu mempengaruhi hak
orang lain harus melakukannya tanpa
melanggar atau melemahkannya.

Meskipun badan perjanjian
HAM PBB saat ini tidak memiliki
kemampuan secara institusional untuk
melakukan tinjauan langsung terhadap
perusahaan, peran ini bisa terwakili
secara implisit atau melalui perjanjian.
Pada tingkat internasional, terdapat
beberapa perjanjian, seperti Basel
Conventionon  Hazardous  Wastes
yang mendefinisikan lalu lintas limbah
ilegal sebagai perbuatan kriminal
(Pasal 4 (3)). Konvensi ini juga secara
tegas membahas entitas perusahaan
dengan mendefinisikan subjek yang
melanggar ketentuan Konvensi ini
sebagai “any natural or legal person”
(Pasal 2(14)). Perspektif yang sama
juga diikuti oleh OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business
Transactions (OECD C(97)123/FINAL,
23 Mei 1997) dan oleh UN Convention
Against  Transnational ~ Organized
Crime (GA Res 55/25, 15 November
2000). Perkembangan ini mengakui
bahwa perusahaan khususnya MNC
dapat melakukan kejahatan. Selain
itu, terdapat preseden historis. Pasca
Perang Dunia Il, Pengadilan Militer
Amerika Serikat di Nuremberg dalam
Pengadilan I.G. Farben menganggap
perusahaan terdakwa, Farben, se-
bagai badan hukum, yang mampu
melanggar hukum perang. Kriminalisasi
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tindakan entitas ini dapat menyiratkan
pernyataan bahwa tidak ada hambatan
untuk menerapkan hukum perang,
hukum kemanusiaan, dan hukum hak
asasi manusia internasional, untuk
MNC. Berdasarkan hal inilah, PMSC
yang menggunakan coercive services
bisa turut dituntut di muka pengadilan
internasional tanpa harus melalui
negara atau pertanggungjawaban se-
cara tidak langsung.

3. Pertanggungjawaban Individu

Pertanggungjawaban individu se-
lalu berada di sisi pertanggungjawaban
negara. Hal ini dapat diartikan bahwa
mustahil bagi individu untuk lolos dari
pertanggungjawaban di bawah konsep
negara. Kondisi ini juga berlaku bagi
hubungan antara individu dan pe-
rusahaan.Individu tidak dapat lolos dari
pertanggungjawaban dan bersembunyi
di belakang entitas perusahaan, begitu
pula sebaliknya. Tanggung jawab in-
dividu dalam konteks perusahaan
dapat dikenakan baik pada direktur
dan karyawan sebagai pelaku secara
langsung. Pada pertanggungjawaban
individual tidak dapat digantikan oleh
pertanggungjawaban perusahaan begi-,
tupun sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri
pula akan ada batas yang sangat tipis
pada kondisi saat individu yang harus
disalahkan dan ketika per-usahaan
bertanggungjawab. Namun, hal yang
harus menjadi perhatian adalah satu
aspek kualifikasi dalam hubungan
manajerial tersebut yakni perintah
dari atasan tidak dapat dianggap
justifikasi untuk pelanggaran HAM
secara mendasar sebagaimana tertera
dalam Pasal 33 Statuta ICC dengan
pengecualian, yakni:

a. individu itu berada di bawah
kewajiban hukum untuk mematuhi
perintah dari Pemerintah atau
atasan yang bersangkutan;

b. individu itu tidak tahu bahwa pe-
rintah tersebut melanggar hukum;
dan

c. Perintah itu tidak secara nyata
melanggar hukum, kecuali Geno-
sida dan Kejahatan terhadap
Kemanusiaan.
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Terlepas dari  hal tersebut,
pertanggungjawaban individu dapat

memaksakan berlakunya tanggung-
jawab manajerial jika atasan atau
dalam hal ini adalah direktur melakukan
“Orders, solicits or induces the
commission of such a crime ...” atau
kegiatan memerintahkan, meminta,
atau menginduksi tindakan kejahatan
sebagaimana tercantum dalam Pasal
25(3)(b) Statuta ICC. Di sisi lain, secara
teknis tindakan yang dilakukan diluar
jabatan dan melanggar HAM warga sipil
masih menimbulkan tanggungjawab
atas dasar Pasal 27 Konvensi Jenewa
Keempat, yang menetapkan jaminan
dasar atas perlindungan warga sipil.
Ketentuan ini dapat membebani contrac-
ting state agar secara ketat mengatur
pelaksanaan coercive services dan
dalam hal meminimalisir pelanggaran.

Beban contracting state dalam
hal ini juga terdapat pada Pasal 43
Konvensi Den Haag yang berlaku
untuk semua PMSC yang memberikan
coercive services untuk tetap dalam
pengawasan ketika tidak bertugas.
Namun, jika mencermati pertanggung-
jawaban personil PMSC sebagai
individu maka tidak akan melepaskan
posisi mereka sebagai pasukan tidak
resmi yang bertempur di samping
militer resmi negara. Pada bagian yang
berhubungan dengan tawanan perang,
peraturan yang menjadi perhatian
adalah Pasal 13 Konvensi Den Haag
IV yang menganggap personil PMSC
sebagai “orang-orang yang mengikuti
pasukan tanpa secara langsung men-
jadi anggota, seperti koresponden surat
kabar dan wartawan, sutradara dan
kontraktor’. Pasal ini memberi kesan
bahwa personil ‘kontraktor’ militer se-
perti PMSC sengaja dikecualikan dari
lingkup angkatan bersenjata. namun,
perusahaan beserta personil PMSC
sejatinya tidak dapat dimasukkan ke
dalam definisi kontraktor dalam pasal
tersebut.

Meskipun begitu, Pasal 43 (1)
mengamanatkan kepada suatu ke-
lompok atau unit yang akan dianggap
sebagai bagian dari kekuatan bersenjata
suatu negara, kelompok tersebut harus
berada di bawah sebuah komando

yang bertanggung jawab kepada Pihak
tersebut atas perbuatan bawahannya.
Namun, makna bertanggungjawab
dalam hal ini dapat didefinisikan
sebagai “harus melaporkan kepada
(atasan atau seseorang yang berkuasa)
dan bertanggung jawab kepada mereka
atas tindakan seseorang” (https://
en.oxforddictionaries.com/definition/
responsible diakses pada 29
September 2018 pukul 20.53). Pada
sisi lain, Protokol Tambahan | tidak
menentukan adanya ‘perintah secara
militer’sehinggamembukakemungkinan
bahwa badan sipil atau pejabat yang
ditunjuk dapat memerintahkan unit
bersenjata seperti itu. Dampaknya,
beberapa kontrak nyata menghadirkan
pengawasan oleh pejabat pemerintah
tertentu, seperti Regional Security
Officer (RSO) dari Departemen Luar
Negeri AS (dalam contoh perlindungan
pribadi dari Irak), dan CIA (Abu-Ghraib)
(Hoppe, 2008:1009).

Pasal 43 (1) hanya berusaha
membangun hubungan faktual antara
kelompok atau unit dan negara. Ketika
suatu negara memasukkan sebuah unit
ke dalam konflik bersenjata dengan
mengontraknya untuk  penyediaan
coercive  services, untuk layanan
yang diperkirakan akan memerlukan
penggunaan coercive services di luar
pertahanan diri, hubungan ini akan
menjadi prima facie. Lagipula, PMSC
akan menulis laporan, mengirimkan
tanda terima, dan jika tidak memenuhi
ketentuan kontrak, tunduk pada pem-
batalan kontrak jika kinerja tidak
memuaskan. Dengan demikian, personil
PMSC dapat dianggap sebagai anggota
angkatan bersenjatan dari contracting
state atas dasar Pasal 3 Konvensi Den
Haag 1907 dan Pasal 91 Protokol
Tambahan | selama masa kontrak dan
konflik bersenjata. Hal ini tidak membuka
pintu tanggung jawab internasional,
yakni bahwa sebuah negara yang
mempekerjakan personel PMSC untuk
melakukan coercive services dapat
menghindari tanggung jawab dengan
menunjukkan bahwa kontrak tersebut
bukan untuk penyediaan coercive
services atau untuk layanan yang
melibatkan penggunaan coercive force
di luar kapasitas pembelaan diri di zona
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konflik bersenjata, atau menunjukkan
bahwa hubungan kontraktual telah
berakhir. Pertanggungjawaban individu
akan muncul ketika tindakan yang
dilakukan akan bertentangan dengan
kontrak sehingga pihak pihak lain akan
tetap melimpahkannya kepada individu
tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

1.

Buku

Private Military and Security Company
(PMSC tidak memiliki status hukum

yang jelas karena tidak adanya
instrumen hukum mengikat yang
mengatur PMSC sebagai subjek

hukum. Protokol Tambahan | Konvensi
Jenewa 1977 khususnya Pasal 47 yang
mengatur mengenai tentara bayaran
mengecualikan PMSC sebagai tentara
bayaran, karena tidak terpenuhinya
kriteria  perekrutan mereka untuk
menyelesaikan konflik yang sedang
terjadi dan juga kriteria motivasi. Status
hukum dari PMSC akan tergantung
kepada kontrak yang mereka jalani.
Berdasarkan ketentuan dalam
Montreux Document, personil PMSC
dapat memiliki status hukum sebagai
warga sipil (berdasarkan ketentuan
Poin 25 Montreux Document), sebagai
anggota yang menyertai angkatan
bersenjata (berdasarkan ketentuan
Poin 26 (c) Montreux Document), dan
sebagai unlawful combatant (dampak
dari ketentuan Poin 25 Montreux
Document).

PMSC vyang termasuk sebagai
Multinational Corporation (MNC) sulit
untuk dimintai pertanggungjawaban,
khususnya dalam tindakan coercive
services karena ketiadaan international
legal personality sebagai kepemilikan
hak dan kewajiban. Selain entitas
MNC, terdapat subjek negara dan
juga individu yang berpengaruh

dalam pertanggungjawaban coercive
services pada konflik bersenjata.
Pertanggungjawaban subjek akan ter-
gantung pada perjanjian yang dilakukan
oleh contracting state dengan PMSC
terkait. Individu atau personil PMSC akan
bertanggungjawab secara langsung
tanpa atribusi kepada negara ketika
tindakannya tidak mewakili perintah
contracting state sesuai dengan Pasal
5 draf konvensi ILC. Sebaliknya, negara
akan bertanggungjawab atas tindakan
individu jika perintahnya mengandung
pelanggaran dan jika pelaksanaan
tugas PMSC membutuhkan coercive
Services secara rutin

B. Saran

1.

Daftar Pustaka

Working Group on the use of merce-
naries harus menindaklanjuti Montreux
Document dengan 17 negara dan
ICRC yang setuju dengan dokumen
ini dengan cara merubahnya menjadi
salah satu sumber hukum internasional
yang bersifat mengikat kepada pihak-
pihaknya dan bersinergi dengan Draf
Konvensi yang diusulkan oleh Working
Group on the use of mercenaries
ini. Tindak lanjut ini penting untuk
dilaksanakan demi mengejar laju
peraturan formil yang tertinggal dengan
fakta hukum yang telah terjadi.

Working Group on the use of merce-
naries wajib menuntaskan usulnya
terkait Draf Konvensi PMSC yang telah
ada sejak 2011. Kepentingan politis
yang secara masif mengintervensi
pembentukan Konvensi ini harus
ditengahi demi kelanjutan PMSC dan
mencegah legal vacuum secara lebih
jauh. Working Group on the use of
mercenaries juga harus menjadi faktor
utama yang memprakarsai mekanisme
pertanggungjawaban bagi PMSC yang
melakukan pelanggaran HAM dengan
melakukan coercive services pada
konflik bersenjata.
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